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1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa
adanya timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal tersebut terdapat pada Pasal 1 UU
No0.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh
sebab itu, masyarakat yang menurut Undang-Undang termasuk Wajib Pgjak harus
membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Pajak merupakan sumber pemasukan dan pendapatan Negara yang paling
besar. Saat ini sekitar 70% sumber pendapatan negara bersumber dari pajak.
Negara menggunakan penerimaan pagak untuk menopang pembiayaan
pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan
Negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak dapat tercapai
jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan
pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas
pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari parawajib pagjak itu sendiri.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal
ini  Direktorat Jenderal Pgak telah melakukan berbagai upaya untuk
memaksimalkan penerimaan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah
mengalami perubahan dari official assessment system menjadi self assessment

system sgak reformasi perpgjakan pada tahun 1983. Self Assessment System



mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta
melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka.

Self Assessment system menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran)
warga masyarakat wajib pajak untuk membayar pagjak secara sukarela (voluntary
compliance). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan
pondasi utama dari Self Assessment System. Salah satu masalah yang dapat
menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (tax
compliance).

Di Indonesia, usaha- usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan
penerimaan sektor pagjak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikas
penerimaan jumlah pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). Pemerintah, melalui
Direktorat Jenderal Pgak (DJP), menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan
dalam pengelolaan pajak. Sebagai salah satu sarana pengelolaan uang Negara,
paak berfungs untuk mengurangi kesenjangan ekonomi penduduk, guna
mencapai peningkatan kesegjahteraan penduduk.

Salah satu fungs pajak adalah fungsi penerimaan (budgetair). Pajak
berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran —
pengeluaran pemerintah. Kontribus paak dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan
bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena itu, Direktorat

Jenderal Pgjak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.
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2.1. Kerangka Teoritis
2.1.1. Penerimaan Pajak

Menurut Dearmando (2012), Penerimaan pajak adalah suatu penerimaan
yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pgak dari perdagangan internasional.
Jadi Penerimaan pajak merupakan sumber dari pajak yang berguna untuk
membantu membiayai pembelanjaan suatu negara dan memperbaiki fasilitas
maupun menyediakan infrastruktur yang bagus karena sebagian besar pendapatan
negara berasal dari penerimaan pajak.

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori
Kontribusi. Teori Kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri
maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau
tindakan. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan
efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara mengjamkan
posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar |ebih tepat
sesuai dengan kompetensi.

2.1.2. Sosialisas Pajak

Menurut Rahmawati (2013), Sosialisas perpajakan adalah pemberian

wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal

mengenai perpajakan.



2.1.3. Pengetahuan Pajak

Menurut Supriyati (2012), Pengetahuan Perpajakan adalah pengetahuan
mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku
di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pagjak, tarif pgak, perhitungan pajak
terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan

paj ak.

2.14. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Winerungan (2013), mendefinisikan kepatuhan pajak sebagal
suatu keadaan dimana wajib pgjak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan
melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini
mengandung arti bahwa Wajib Pgjak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum
perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak
perpajakannya.
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